BAB Y

PENUTUF

5.1  Kesimpulan dan Saran
Secara teoritis, penelitian ini memperfuas kajian Hubungan Internasional
dengan menghadirkan perspektif nekropolitik sebagsi kerangka analisis untuk

disimpulkan b
instrumen  pengelofaan

kekuasaan yang sccara sistematis membentuk distnbusi kerentanan den nisiko
kematian.

Secara konseptual penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa praktik
nekropolitik tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi dapat
termanifestasi melalui mekanisme tidak langsung seperti eksternalisasi perbatasan
dan pembatasan jalur migrasi aman, Berdasarkan hasil wowancarn, mayonins
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informan melihat bahwa kebijokan eksternalisasi pada dasarmya merupakan
bentuk pemindahan risiko ke wilayvah vang memiliki kapasitas perfindungan lebih
lemah. Hal ini ditegaskan oleh Oumarow (Pseudonim, 2026) yang menyatnkan
bahwa “Uni Eropa tidak menghentikan migrasi. tapi memindahkan titik ristkonya
ke Afrika”. Temuan ini memperkays [iteratur dengan menunjukkan bahwa
nekropolitik dalam konteks migrasi modern bekerja melalui distribusi geografis
risiko, bukan hanya melalui tindokan represif yang terlihat secars langsung.

Secara pﬂkln, pena]qﬁn mi menunjuickan. ﬂ!ﬁmm evaluasi terhadap
kebijakan. m }mg»qﬁqm hidﬂmp‘lmﬂ oleh Uni Erl;qn: Data woawancara
mengindikasikan b orientas kebijakan yang teralu berfokus pads keamanan
jlﬂltm an_;h.mlknn konsekuensi  vang kmtlw terhadap aspek
nusiaan, Hampir sefuruh informan men}ntnhh hﬂm’t pmtan kontrol
pm tidok menghentikan migrasi. melainkan M untuk
mel:lunpqh.]ﬂlnr yang lebih berbahaya. Bouazizi (Pseudonim, mm
bahwa "semakin ketat perbatasun, migran tidak berhenti, tapi justry mencari rute
yang Iebih berisike”. Temuan ini menunjukkon bahwa pendekatnn keamanan yang
dominan tidak hanya tidak efekiif, tetapi juga berkontribusi pads peningkatan
risika kemaotinn migran.

Penelition i juga menyoroti adanya  kesenjar antara retorika
kemmm ‘lhll plkﬁk H%an di Layww. Enbcmpn informan

rset a ﬂn_wukan oleh Soumana
i Psendonim, 2026), “Empu TEﬂIhﬂl menrjunjung kema.numnm tapi praktiknya
keras di luar wilayahnya”, Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme
akuninbilitas yang lebih kuat datam memastikan bahwa kerja sama dengan negarn
transit tidak mengabaikan standar perlindungsn migran.

Penelitian inl membenkan implikasi praktis terkait pentingnya membuka
jalur migrasi yang sman dan legal sebagai alternatif dari jalur tidak resmi yang



berbahaya. Berdasarkan temuan wawancara, salah satu faktor utama yang
meningkatkan risiko kematian adolah keterbatasan akses terhadap jalur yang
aman. [ssoufou (Psevdonim, 2026) menekankan bahwa “ketika tidak ada jalur
aman, migran akan selalu mencan cara, meskipun itu berbahaya”. Oleh karena itu,
kebijakan yang berorientasi pada pembatasan tanpa menyediakan alternatif yang
aman justru memperkuat kondisi kerentanan yang dihadapi migran.

Penam mﬁ;hlli;' 51J1ategi m perhala.s;m. Uni Empﬂ. telah
Tunisia, dan 'Nq;er !{qh%n hi ﬁdnk hlmya mng:ﬁhhu tenggung juwuh

pengelolaan migrasi, tetapi juga memindahkan nﬂq;mﬁmmnm hak asasi
manusia ke wilsyah dengan kapasitas perllnm'}q'm lemah. Dalam

praktiknys, migran sering kali tertahan dalam kendisi detensi yang tidak
manusawi, tanpa akses terhadap perlindungan hukum yang memadai.

Kedun,  kebijaknn penguatan  perbatssan  secara tidnk  langsung
memproduksl kerentanan dengan mendorong  migran untuk mﬂne:t;nii jalur
;lﬁgmx m lebih berbahaya, seperti melalui Gurun Sahara dan  Laut
Maditerania’ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi tidak Mﬂ]mtlkﬁn
mobilitss, melainkan menggeser risiko ke nmng—rmhgmmmﬁ: tingkat
cinan terjadmya kematian.

gnhﬂm &E’Iﬂm pungﬂnhun nﬂgrlm, baik ﬁm ransit maupun dolum
konteks pembatasan operasi penyelamutan. m tidak hanya menghadapi

kekerssan longsung, tetapi jugs mengatami pembiaran terbadap kondisi yang
membahayakan keselamatan mereka. Dalam hal ini, absennya intervensi yang

memadai menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan ity sendiri.

Keempat, permainan politik eksklusi lerhadap migran asal Afrika
dibandingkan dengan kelompok migran lainnya. vang menunjukkan adanya
hierarki nilai kelidupan dalam sistem migrasi global. Migran Afnka eenderung
diposisikan sebagai kelompok yang lebih rentan dan kurang mendapatkan
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perlindungan, yang memperkunt argumen bahwa kebijakan migrasi tidak bersifat
netral. melainkan dipengamhi oleh relasi kekuasaan global.

Selain itu, penelitian ini juga menggurisbawahi pentingnya penguatan
peran aktor non-pegara. khususnya organisasi kemanusinan, dalam memberikan
perlindungan  terhadap migran. Temuan wawancara menunjukkan  bahwa
pembatasan lerhadap upemm penyel: jusiru  memperburuk - siuasi di
lapangan. Pernyataan T
sering dipers

oleh Achille Mbembe, di mana kekuassan beroperasi melalui pengaturan
distribusi kehidupan dan kematian. Migran asal Afrika ditempatkan dalam kondisi
di mana mereka secara sistematis terekspos pada risiko kemation, bukan
semata-mata sebagai akibat dari kondisi eksternal, tetapi sebagai konsekuensi dari
konfigurasi kebijakan yang ada,
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Sihagai upaya untuk mendorong keberlanjutan kajian akademik di bidang
Hubungan Internasional, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi
dampak jangka panjang kebijakan migrasi dan eksternalisasi perbatasan yang
diterapkan oleh Uni Fropa terhadap dinamika kerentanan migran asal Afrika
pasca-2025, khususnya di negara-negara transit seperti Libya. Tunisia, dan Niger.
Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perbandingan dengan kawasan
lain, seperti kebijakan perbatasan di j
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